
   BUPATI KUANTAN SINGINGI 

PROVINSI RIAU 

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI 

NOMOR 6 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 72 TAHUN 

2022 TENTANG ALOKASI DANA DESA, DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK 

DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  SETIAP DESA DI KABUPATEN KUANTAN 

SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUANTAN SINGINGI, 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) 

dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dan efektifitas 

penyalurannya ke Desa perlu menetapkan Perubahan 

atas Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa dan 

Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah Setiap Desa di Kabupaten Kuantan Singingi 

Tahun Anggaran 2023.  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 

Kuantan Singingi dan Kota Batam (lembaran Negara 

Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4880); 

  2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan perundang-undangan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

SALINAN 



  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2015 tentang Perubahan  atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 

sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5864); 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

  8.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017  

tentangPengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

537); 

  9.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor199/PMK.07/2017 

tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1884); 

10.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi  Nomor 13 Tahun 2020 

tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2018(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1359); 

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi   

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 

Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi Tahun 2020 Nomor 3); 



12. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 69 Tahun 

2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi Tahun 2020 Nomor 69) Nomor 70).2018 Nomor 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 

TAHUN 2022 TENTANG ALOKASI DANA DESA, DAN 

ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN 

KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2023 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 72 

Tahun 2022 Tentang Alokasi Dana Desa, Dan Alokasi Bagian Dari Hasil 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kabupaten Kuantan 

Singingi Tahun Anggaran 2023 diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga selengkapnya berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 8 

(1) Penyaluran ADD dan BDHPDRD dilakukan melalui 

pemindahbukuan dari RKUD ke RKD setiap bulan. 

(2) Penyaluran ADD dan BDHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat disalurkan paling 

banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus dengan 

mempertimbangkan: 

a. kepastian transfer dana perimbangan dan penerimaan pajak dan 

retribusi daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten Kuantan 

Singingi dan kewajiban Desa sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

b. Kebijakan penyaluran Dana pada awal tahun anggaran  dan akhir 

tahun Anggran; 

c. Keterlambatan Desa dalam hal pengajuan permohonan 

penyaluran dan/atau tidak sesuai dengan jadwal penyaluran dari 

BPKAD. 

d. Penyaluran paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus 

dapat dilakukan dengan ketentuan tidak melampaui bulan 

berjalan. 

(3) Kewajiban Desa sebagaimana ayat (2) berupa potongan BPJS 

Kesehatan 1% dilakukan melalui pemotongan langsung oleh 

Bendahara Umum Daerah terhadap besaran alokasi masing-masing 



Alokasi Dana Desa (ADD) setelah mendapatkan kuasa dari Kepala 

Desa. 

(4) Kelebihan atau kekurangan penyaluran dari RKUD ke RKD menjadi 

pertimbangan perhitungan besaran ADD dan BDHPDRD tahun 

berikutnya. 

(5) Penyaluranpertama ADD dan BDHPDRDdari RKUD ke RKD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah Bupati 

Kuantan Singingi menerima dari Kepala Desa: 

a. Peraturan Desa mengenai APBDesa;dan 

b. Laporan Konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output 

ADD dan BDHPDRD tahun anggaran sebelumnya. 

(6) Penyaluran ADD dan BDHPDRD dari RKUD ke RKD untuk Tahap 

berikutnya dilaksanakan setelah Bupati Kuantan Singingi menerima 

laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output ADD 

dan BDHPDRD tahap sebelumnya. 

 

(7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa 

dan BDHPDRD tahap sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang 

sebesar 75% (tujuhpuluh lima persen) dan rata-rata capaian output 

menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluhpersen). 
 

(8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat 

(6)dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari 

seluruh kegiatan. 

Pasal II 

KETENTUAN PENUTUP 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan menempatkannya   dalam Berita Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi. 

  Ditetapkan di Teluk Kuantan 

pada tanggal 6 April 2023 
 

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI, 
 

ttd. 
 

SUHARDIMAN AMBY 

Diundangkan di Teluk Kuantan 
pada tanggal 6 April 2023 
 

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, 
 

            ttd. 
 

H. DEDY SAMBUDI 

  

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023 N0M0R 6 


